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PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan
oleh:

| WAYAN GARWA, laki-laki, tempat tanggal lahir Gunaksa, tanggal
31 Desember 1976, agama Hindu, pekerjaan Buruh
Tani, alamat Dusun Tengah, Desa Gunaksa,
Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

NI KETUT SUPARTI, perempuan, tempat lahir Gunaksa, tanggal
31 Desember 1978, agama Hindu, alamat di Dusun
Tengah, Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata
permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan
tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 20
Desember 2022 dan dicatat dalam Register Perkara Perdata
Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp telah mengajukan
permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah
ditetapkan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Para Pemohon hadir
sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan
permohonan Para Pemohon, di mana Para Pemohon di depan
persidangan yang diadakan pada hari hari Rabu tanggal 28 Desember
2022 secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya,;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo merupakan jenis
perkara voluntair, yang mana hanya ada Para Pemohon sebagai pihak
dalam perkara permohonan a quo tanpa adanya pihak lain yang ditarik

sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Para
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Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara a quo untuk

mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan
tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan
pencabutan perkara  Perdata Permohonan Nomor  Register
80/Pdt.P/2022/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini
dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk
melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Para Pemohon
dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para
Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan
ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata
Permohonan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Srp yang diajukan Para
Pemohon;

2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor:
80/Pdt.P/2022/PN Srp dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura
untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Srp pada register perkara perdata
permohonan;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarapura pada
hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Jelika Pratiwi, S.H., sebagai
Hakim Pengadilan Negeri Semarapura. Penetapan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.,
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sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri

oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,
TTD TTD
Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H Jelika Pratiwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .......................... Rp 30.000,00

2. Biaya ATK ..o Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan ..................l Rp -

4. PNBP Relaas panggilan .................. Rp -

5. Biaya Sumpah............coo Rp -

6. Redaksi ..ccoovvviiiiiiiiiiie i Rp 10.000,00

7. Meterai ..oooovvviiiiii Rp 10.000,00
Jumlah Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah).
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